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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2008 
TENTANG 

PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA  
PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang 
memerintahkan pembentukan Ruang Pelayanan Khusus 
dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memerintahkan 
penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di Kantor 
Kepolisian; 

c. bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang 
tersebut, di Mabes Polri dan sebagian kesatuan 
kewilayahan Polri telah dibentuk Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak berdasarkan Surat Kapolri kepada 
Kabareskrim Polri dan para Kapolda No. Pol.: 
B/2070/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang 
Pengawakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; 
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d. bahwa Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia telah 
memberikan pedoman tentang administrasi dan tata 
kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di 
lingkungan Kepolisian, dan menetapkan Pengadaan 
Ruang Pelayanan Khusus; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, 
huruf c dan huruf d tersebut, untuk memberikan 
pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas di 
Ruang Pelayanan Khusus perlu ditetapkan Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang 
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara 
Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168);  

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau 
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4818); 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6. Peraturan Kapolri Nomor  10 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEN TUKAN 
RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA 
PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU  KORBAN 
TINDAK PIDANA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Polri 

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah 
ruangan yang  aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi 
dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang 
terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau 
membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang 
ditangani di kantor polisi. 

3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi. 

4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga. 
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5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, 
pisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak 
pidana. 

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

9. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA 
adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk 
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 
kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang 
menjadi pelaku tindak pidana. 

10. Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk 
mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat 
membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih 
baik. 

11. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu 
unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, 
hukum, secara terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana. 

BAB  II 
TUJUAN, PRINSIP, DAN ASAS 

Pasal 2 
(1) Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan 

perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, 
korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK. 

(2) RPK selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan 
terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi, dan/atau korban tindak 
pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan 
pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam 
tindak pidana lainnya. 

(3) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga 
bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia 
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(HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan ekses trauma atau 
penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak. 

Pasal 3 
(1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban antara lain: 

a. menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban 

yang memberikan keterangan; 
c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; 
d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau 

korban untuk memberikan keterangan; 
e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak; 
f. tidak menghakimi saksi dan/atau korban; 
g. menyediakan penerjemah, apabila diperlukan; 
h. mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh 

pengertian; 
i. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;  
j. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan 

dan kepastian hukum;  
k. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati. 

(2)  Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh 
semua petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap 
perempuan dan anak, dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang 
bertanggung jawab. 

Pasal 4 
Pelaksanaan kegiatan pelayanan di RPK memperhatikan asas-asas sebagai 
berikut: 
a. asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku; 
b. asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah 

sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum 
tetap; 

c. asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-
hak saksi, korban atau tersangka yang sedang diproses; 
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